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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelayanan administrasi 

kependudukan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang harus 

dilaksanakan secara cepat, tepat, dan responsif sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis daya tanggap aparatur 

dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa 

Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar berdasarkan dimensi daya 

tanggap (responsiveness). Fokus penelitian mencakup empat indikator, yaitu 

ketanggapan, kecepatan, kesediaan, dan kesiapan aparatur dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan tipe deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya 

tanggap aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan secara umum 

telah berjalan cukup baik. Aparatur mampu merespons kebutuhan masyarakat 

dengan cepat, memberikan arahan yang jelas, serta menyelesaikan pelayanan 

secara relatif cepat apabila persyaratan administrasi telah lengkap. Selain itu, 

aparatur menunjukkan sikap ramah, sopan, dan memiliki kesiapan dalam 

memahami prosedur pelayanan. Faktor pendukung pelayanan meliputi 

ketersediaan sarana dan prasarana serta pembinaan dari pemerintah desa. 

Sementara itu, faktor penghambat meliputi gangguan jaringan internet, kendala 

teknis pelayanan, dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

persyaratan administrasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 

bahwa kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Pasar 

Jati telah terlaksana dengan cukup baik. Meskipun demikian, masih diperlukan 

upaya perbaikan pada beberapa aspek guna meningkatkan efektivitas serta 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
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1. INTRODUCTION 

Pelayanan publik menjadi salah satu tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi 

berbagai kebutuhan dasar masyarakat. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah dituntut untuk 
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menyediakan pelayanan yang berkualitas, mudah diakses, cepat, serta memiliki standar yang 

jelas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik. Salah satu unsur yang menentukan kualitas pelayanan adalah daya tanggap 

(responsiveness), yang merujuk pada kemampuan aparatur dalam memberikan respons terhadap 

kebutuhan, permintaan, maupun keluhan masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif 

(Parasuraman et al., 1990). Aspek tersebut memiliki arti penting dalam penyelenggaraan 

pemerintahan desa karena pemerintah desa merupakan institusi yang berinteraksi dan 

memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. 

Salah satu bentuk pelayanan yang sering dibutuhkan masyarakat di tingkat desa adalah 

pelayanan administrasi kependudukan. Pelayanan tersebut mencakup berbagai keperluan, 

seperti pengurusan Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, surat keterangan, serta dokumen 

kependudukan lainnya. Administrasi kependudukan tidak hanya berfungsi dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat terhadap dokumen resmi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam 

mendukung tersedianya data kependudukan dan terselenggaranya pelayanan publik secara 

efektif. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain 

adanya keterlambatan dalam proses pelayanan, keterbatasan respons aparatur ketika 

memberikan informasi, dan penanganan pengaduan masyarakat yang belum berjalan secara 

maksimal. 

Permasalahan serupa dijumpai dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan di Kantor Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Hasil 

observasi awal menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih menyampaikan keluhan 

berkaitan dengan lamanya proses pelayanan serta respons aparatur yang dinilai belum maksimal 

dalam membantu menyelesaikan berbagai keperluan administrasi. Keadaan tersebut 

memperlihatkan adanya perbedaan antara ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang 

cepat dan tanggap dengan kondisi pelayanan yang mereka peroleh. Parasuraman et al. (1990) 

menjelaskan bahwa daya tanggap dapat tercermin dari kesediaan dan kesigapan petugas dalam 

membantu pengguna layanan, memberikan pelayanan dengan cepat, menyampaikan informasi 

yang dibutuhkan, serta merespons permintaan secara tepat. Dalam praktiknya, sejumlah aspek 

tersebut masih belum terlaksana secara optimal pada pelayanan administrasi kependudukan di 

Kantor Desa Pasar Jati. 

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pelayanan administrasi kependudukan 

dengan menggunakan konsep service quality, termasuk aspek daya tanggap (responsiveness). 

Penelitian Renyaan dan Ilham (2022) serta Khairi et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa 

daya tanggap aparatur merupakan salah satu komponen yang masih perlu mendapat perhatian 
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dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Akan tetapi, sebagian besar 

penelitian terdahulu dilakukan pada lembaga pemerintahan di tingkat kota maupun dinas 

kependudukan dan lebih banyak berfokus pada pengukuran kualitas pelayanan atau kepuasan 

masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, penelitian yang secara spesifik mengkaji daya 

tanggap aparatur pada lingkungan pemerintahan desa, terutama berkaitan dengan proses 

pelayanan serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kemampuan aparatur dalam 

memberikan respons, masih belum banyak ditemukan. Hal ini menunjukkan adanya ruang 

penelitian yang relevan untuk dikaji lebih mendalam. 

Kajian mengenai daya tanggap aparatur penting dilakukan karena aspek tersebut memiliki 

keterkaitan erat dengan efektivitas pelayanan dan pengalaman masyarakat ketika memperoleh 

dokumen kependudukan. Aparatur yang memiliki daya tanggap baik akan lebih mampu 

memberikan pelayanan secara tepat waktu, menyampaikan informasi secara jelas, serta 

menangani keluhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebaliknya, daya tanggap yang rendah 

berpotensi menyebabkan keterlambatan pelayanan, ketidakjelasan informasi, serta munculnya 

ketidakpuasan masyarakat. Atas dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis daya tanggap aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat daya 

tanggap aparatur di Kantor Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan daya tanggap 

aparatur sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan administrasi kependudukan. 

2. METHODS 

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang 

bertujuan untuk memahami secara mendalam daya tanggap aparatur dalam penyelenggaraan 

pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten 

Banjar. Penelitian dilaksanakan dalam situasi yang alamiah dengan memusatkan perhatian pada 

empat indikator daya tanggap, meliputi ketanggapan aparatur, kecepatan dalam memberikan 

pelayanan, kesediaan menyampaikan informasi, serta kesiapan dalam menindaklanjuti kebutuhan 

masyarakat. 

Pemilihan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan 

keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi 

kependudukan. Informan dalam penelitian ini mencakup Kepala Desa Pasar Jati yang memiliki peran 
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dalam pengambilan kebijakan, satu orang aparatur desa yang secara langsung menangani pelayanan 

administrasi, dan tiga orang masyarakat yang telah menggunakan layanan administrasi 

kependudukan di Kantor Desa Pasar Jati. 

Data penelitian diperoleh melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Observasi dilaksanakan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan pelayanan, sikap dan 

respons aparatur, mekanisme pelayanan, serta proses interaksi antara aparatur dengan masyarakat. 

Selanjutnya, wawancara semi-terstruktur dilakukan terhadap seluruh informan guna memperoleh 

informasi yang lebih mendalam terkait pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan, daya 

tanggap aparatur, serta berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun kendala dalam proses 

pelayanan. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian, meliputi profil 

dan struktur organisasi Kantor Desa Pasar Jati, data aparatur, serta dokumentasi pelaksanaan 

kegiatan pelayanan. 

Proses analisis data mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberman (2014), yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi 

kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi terlebih dahulu 

dipilih, disederhanakan, dan dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut kemudian 

disajikan secara deskriptif untuk menemukan pola, hubungan, dan tema yang berkaitan dengan daya 

tanggap aparatur. Tahap berikutnya dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan temuan yang 

diperoleh. Keabsahan temuan diperiksa melalui perbandingan informasi yang diberikan oleh masing-

masing informan serta triangulasi sumber dan teknik dengan membandingkan hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

3. FINDINGS AND DISCUSSION 

Penelitian mengenai daya tanggap aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi 

kependudukan di Kantor Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar dilakukan melalui 

wawancara dengan lima orang informan yang terdiri atas Kepala Desa, satu orang aparatur yang 

menangani pelayanan, dan tiga orang masyarakat sebagai pengguna layanan. Selain wawancara, data 

penelitian juga diperoleh melalui observasi langsung dan dokumentasi. Temuan penelitian 

selanjutnya dianalisis berdasarkan empat indikator daya tanggap (responsiveness), yaitu ketanggapan, 

kecepatan, kesediaan, dan kesiapan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

pelaksanaan pelayanan. 

1) Ketanggapan 

Berdasarkan hasil penelitian, ketanggapan aparatur dalam memberikan pelayanan administrasi 

kependudukan pada umumnya telah terlaksana dengan baik. Aparatur menunjukkan respons dengan 
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menyambut masyarakat yang datang, menanyakan kebutuhan pelayanan, memberikan petunjuk 

mengenai prosedur, serta membantu ketika masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami 

tahapan pelayanan maupun memenuhi persyaratan administrasi. Hal tersebut sejalan dengan 

keterangan aparatur pelayanan yang menjelaskan bahwa setiap masyarakat yang datang terlebih 

dahulu ditanyakan keperluannya dan akan diberikan bantuan apabila mengalami kendala dalam 

proses administrasi. 

Penilaian masyarakat terhadap ketanggapan aparatur juga cenderung positif. Ketiga informan 

dari unsur masyarakat menyampaikan bahwa petugas memberikan respons ketika mereka datang 

untuk memperoleh pelayanan dan memberikan penjelasan terhadap informasi yang belum dipahami. 

Pemerintah desa juga telah menyediakan alternatif pelayanan secara langsung dan memanfaatkan 

media digital. Selain itu, evaluasi pelayanan dilakukan secara berkala dan tersedia sarana yang dapat 

digunakan masyarakat untuk menyampaikan keluhan maupun masukan. 

Meskipun demikian, tingkat ketanggapan aparatur belum sepenuhnya konsisten ketika terjadi 

peningkatan jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan atau ketika sebagian aparatur sedang 

melaksanakan tugas di luar kantor. Situasi tersebut terkadang menyebabkan masyarakat harus 

menunggu sebelum mendapatkan pelayanan. Dengan demikian, aspek ketanggapan dapat dinilai 

cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan terutama dalam menghadapi kondisi pelayanan dengan 

jumlah pengguna yang relatif tinggi. 

2) Kecepatan 

Ditinjau dari aspek kecepatan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa proses pelayanan 

administrasi kependudukan pada umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. 

Waktu tunggu yang dialami masyarakat masih berada dalam kondisi yang dapat diterima, sementara 

aparatur berusaha menyelesaikan pelayanan sesuai dengan waktu yang telah diinformasikan. Salah 

seorang aparatur juga menjelaskan bahwa apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, proses 

pelayanan dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. 

Namun, kecepatan pelayanan tidak terlepas dari berbagai kondisi yang dapat memengaruhinya. 

Beberapa kendala yang ditemukan antara lain dokumen persyaratan yang belum lengkap, gangguan 

koneksi internet, permasalahan pada sistem pelayanan, serta bertambahnya jumlah masyarakat yang 

mengantre. Dua informan masyarakat mengungkapkan bahwa mereka pernah mengalami 

keterlambatan akibat gangguan jaringan dan kondisi antrean, sedangkan informan lainnya 

memperoleh pelayanan dalam waktu yang relatif cepat. Perbedaan pengalaman tersebut 

menunjukkan bahwa kecepatan pelayanan sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi 

pada saat pelayanan berlangsung. 
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Sebagai upaya mengurangi kemungkinan keterlambatan, pemerintah desa telah memanfaatkan 

aplikasi pelayanan serta menyampaikan informasi kepada masyarakat apabila terdapat gangguan 

yang memengaruhi proses pelayanan. Berdasarkan temuan tersebut, indikator kecepatan dapat 

dikategorikan cukup baik, meskipun masih diperlukan perbaikan dalam menjaga kestabilan jaringan, 

mengatur antrean, dan meningkatkan kejelasan informasi mengenai persyaratan pelayanan. 

3) Kesediaan 

Pada aspek kesediaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur memiliki kemauan yang 

cukup baik untuk membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan. 

Bentuk kesediaan tersebut terlihat dari pemberian informasi mengenai persyaratan dan prosedur, 

kesediaan menjelaskan kembali informasi yang belum dipahami masyarakat, serta pemberian 

alternatif penyelesaian ketika ditemukan kekurangan pada dokumen yang dibawa. Secara umum, 

masyarakat menilai aparatur cukup sabar, sopan, dan bersedia membantu selama proses pelayanan 

berlangsung. 

Upaya peningkatan kualitas komunikasi aparatur juga dilakukan melalui pembinaan dan 

evaluasi internal oleh pemerintah desa. Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya 

perbedaan persepsi masyarakat mengenai tingkat keramahan aparatur. Dua informan menilai bahwa 

aparatur telah memberikan pelayanan dengan sikap yang ramah dan sopan, sementara satu informan 

lainnya berpendapat bahwa meskipun aparatur telah bersikap sopan, aspek keramahan masih dapat 

ditingkatkan. 

Ketersediaan tenaga pelayanan juga menjadi salah satu kondisi yang memengaruhi kesediaan 

aparatur dalam memberikan pelayanan. Aparatur mengakui bahwa beban pelayanan dapat 

meningkat ketika jumlah masyarakat yang datang cukup banyak atau jumlah petugas yang tersedia 

terbatas. Secara keseluruhan, indikator kesediaan dapat dikategorikan baik, tetapi upaya untuk 

menjaga konsistensi sikap ramah dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat tetap 

diperlukan. 

4) Kesiapan 

Kesiapan aparatur dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan secara 

umum berada dalam kategori cukup baik. Aparatur telah memiliki pemahaman mengenai tugas dan 

prosedur pelayanan serta memperoleh dukungan sarana dan prasarana, seperti komputer, laptop, 

printer, jaringan internet, dan ruang tunggu. Selain penyediaan fasilitas, pemerintah desa juga 

melaksanakan evaluasi secara berkala serta memberikan pembinaan dan pelatihan sebagai upaya 

meningkatkan kemampuan aparatur dalam menjalankan tugas pelayanan. 

Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa informasi mengenai persyaratan administrasi 

belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat. Dua informan menyatakan bahwa mereka 



 

       181 

masih perlu memperoleh penjelasan secara langsung dari petugas dan pernah mengalami situasi 

harus kembali ke kantor desa karena terdapat persyaratan yang belum terpenuhi. Sementara itu, satu 

informan lainnya menilai bahwa informasi mengenai persyaratan sudah cukup jelas. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa penyampaian informasi pelayanan masih perlu diperbaiki agar masyarakat 

dapat memahami persyaratan sejak awal. 

Selain persoalan informasi, gangguan jaringan dan kendala teknis pada fasilitas pelayanan juga 

dapat memengaruhi kesiapan pelayanan. Apabila gangguan tersebut terjadi, masyarakat terkadang 

harus menunggu hingga sistem kembali normal atau datang kembali pada waktu yang berbeda. Oleh 

karena itu, kesiapan aparatur dapat dikatakan cukup baik, tetapi masih membutuhkan penguatan 

dalam hal penyampaian informasi persyaratan, kestabilan jaringan, serta kesiapan perangkat dan 

fasilitas pendukung pelayanan. 

5) Faktor Penghambat dan Pendukung 

Hasil penelitian menunjukkan adanya sejumlah faktor yang menjadi kendala dalam 

meningkatkan daya tanggap aparatur. Beberapa hambatan yang ditemukan meliputi 

ketidaklengkapan dokumen persyaratan, gangguan jaringan internet dan sistem pelayanan, 

peningkatan jumlah masyarakat yang mengantre, keterbatasan jumlah aparatur pada waktu tertentu, 

serta kendala teknis seperti gangguan listrik dan perangkat pelayanan. Berbagai hambatan tersebut 

dapat memperpanjang waktu penyelesaian pelayanan sehingga masyarakat harus menunggu lebih 

lama atau kembali ke kantor desa untuk menyelesaikan proses administrasinya. 

Dalam menghadapi berbagai kendala tersebut, aparatur berupaya memberikan penjelasan dan 

arahan kepada masyarakat serta menawarkan solusi sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Apabila 

dokumen yang dibawa belum lengkap, petugas menjelaskan dokumen yang masih harus dipenuhi. 

Sementara itu, apabila terjadi gangguan jaringan atau permasalahan teknis lainnya, aparatur 

menyampaikan kondisi tersebut kepada masyarakat sehingga mereka memperoleh informasi 

mengenai penyebab keterlambatan pelayanan. 

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang mendukung daya tanggap aparatur, antara lain 

komitmen dan pengalaman kerja aparatur, pemahaman terhadap tugas serta prosedur pelayanan, 

koordinasi dan evaluasi internal, kegiatan pembinaan dan pelatihan, serta dukungan sarana dan 

prasarana. Ketersediaan komputer, laptop, printer, jaringan internet, dan ruang tunggu turut 

membantu aparatur dalam melaksanakan pelayanan sekaligus memberikan kenyamanan bagi 

masyarakat selama menunggu proses administrasi. 

4. CONCLUSION 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai daya tanggap aparatur dalam penyelenggaraan 
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pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Pasar Jati, Kecamatan Astambul, Kabupaten 

Banjar, yang dianalisis melalui empat indikator responsiveness, yaitu ketanggapan, kecepatan, 

kesediaan, dan kesiapan, dapat diketahui bahwa daya tanggap aparatur secara keseluruhan berada 

pada kategori cukup baik. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal 

sehingga diperlukan beberapa upaya perbaikan. Adapun kesimpulan penelitian dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

1) Aparatur desa dinilai cukup tanggap dalam melayani masyarakat. Petugas pelayanan langsung 

menyambut masyarakat yang datang, menanyakan keperluan, serta memberikan arahan terkait 

prosedur pelayanan. Aparatur juga membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam 

melengkapi berkas atau memahami prosedur administrasi kependudukan. Pelayanan 

administrasi kependudukan pada umumnya dapat diselesaikan dengan cukup cepat apabila 

persyaratan administrasi lengkap. Masyarakat menilai waktu tunggu pelayanan masih dalam 

batas yang wajar. Namun, kecepatan pelayanan terkadang terhambat oleh gangguan jaringan 

internet, antrean masyarakat yang ramai, serta kelengkapan berkas administrasi yang belum 

terpenuhi. Aparatur desa menunjukkan kesediaan yang baik dalam membantu masyarakat. 

Petugas bersikap sopan, cukup ramah, dan bersedia menjelaskan prosedur pelayanan dengan 

bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat merasa terbantu karena aparatur tetap memberikan 

penjelasan ulang apabila masyarakat belum memahami informasi yang disampaikan. Kesiapan 

aparatur dan fasilitas pelayanan di Kantor Desa Pasar Jati sudah cukup baik. Aparatur memahami 

tugas dan prosedur pelayanan administrasi kependudukan, fasilitas seperti komputer, printer, 

jaringan internet, dan ruang tunggu juga telah tersedia untuk menunjang kelancaran pelayanan, 

meskipun masih terdapat kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan gangguan 

sistem pelayanan. 

2) Faktor Penghambat dan Pendukung 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung kualitas 

pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Pasar Jati yaitu, komitmen aparatur desa 

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan dapat berjalan dengan 

cukup baik dan responsif, tersedianya sarana dan prasarana pelayanan, seperti komputer, printer, 

jaringan internet, ruang tunggu, dan fasilitas pendukung lainnya yang membantu kelancaran 

proses pelayanan, adanya pembinaan dan evaluasi dari pemerintah desa, baik melalui rapat 

internal, arahan langsung, maupun pelatihan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan 

kemampuan aparatur pelayanan, komunikasi yang cukup baik antara aparatur dan masyarakat, 

sehingga masyarakat merasa lebih mudah mendapatkan informasi dan bantuan terkait pelayanan 

administrasi kependudukan. Selain faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa 
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faktor yang menghambat pelayanan administrasi kependudukan yaitu, gangguan jaringan 

internet dan sistem pelayanan yang sering menyebabkan proses pelayanan menjadi lebih lambat, 

antrean masyarakat yang cukup banyak pada waktu tertentu, sehingga aparatur harus melayani 

masyarakat secara bergantian dan waktu tunggu menjadi lebih lama. 

Kelengkapan persyaratan administrasi masyarakat yang belum terpenuhi, sehingga proses 

pelayanan tidak dapat langsung diselesaikan dan masyarakat harus kembali melengkapi dokumen 

yang diperlukan. Kendala teknis lainnya, seperti gangguan listrik atau perangkat pelayanan yang 

mengalami masalah, yang dapat menghambat proses pelayanan administrasi kependudukan. 
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